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PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR \ TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Menimbang

Mengingat

a.

1.

WALIKOTA PAGAR ALAM

bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib,
efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai
dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan negara/daerah;

bahwa Realisasi Perjalanan Dinas harus sesuai dengan tiket
perjalanan dinas, dan pembayaran uang harian perjalanan
dinas harus sesuai dengan tempat (wilayah) pegawai yang
melaksanakan perjalanan dinas berada; ,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c di atas perlu adanya perubahan pada pasal 23
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Nomor 4509).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawat
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 5494) .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telat
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahar
Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahur
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahur
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot
4578).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomorl65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota



Menetapkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712).

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738).

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap.

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor
2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A) diubah sebagai
berikut:



1. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambahkan ayat (2) dan ayat
(3) sehingga keseluruhan pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1) Waktu perjalanan dinas maximal 5 (lima) hari untuk luar
Provinsi dan 3 (Tiga) hari untuk dalam Provinsi;

2) Realisasi Perjalanan Dings harus sesuai dengan tiket pesawat,
bording pass perjalanan dinas;

3) Pembayaran uang harian perjalanan dinas harus sesuai
dengan tempat (wilayah) pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas berada.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 30 Januari 2017
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 1



